
BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 28 TAHUN 2018 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan 
Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah 
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaannya dalam tahun berjalan 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan meliputi: perkembangan 
yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah 
dan keuangan Daerah, rencana program dan 
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang 
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa Sistematika Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2018 sebagai tertuang dalam 
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sanggau Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sanggau Tahun 2018;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sanggau Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
SANGGAU TAHUN 2018



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 23 ) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN H AM,

P
YAKOBUS, , MH 

bina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19700223 199903 1 002


